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BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

' PERATURAN DAERAH KABUPATEN GQRQNTALO UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN o

Menimbang :

-

Mengingat

: _b'.-b'ahwa- berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud <

a.

DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

~* BUPATI GORONTALO UTARA,

bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran
2020, perlu dilakukan penyusunan pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020';

“dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang -
Pertanggungjawaban ‘Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupateﬁ Gorontalo Utara Tahun Anggaran

.. 2020;

' 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indo‘nes'ia
~ Tahun 2000 Nomeor 206, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

~ Indonesia Nomor 3952);

2.

3.

Undang—Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukanj |
Provinsi Gorontalo (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 4060) |
Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan‘
Negara (Lembaran Negara . Repubhk Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 4286),

A



~10.

1L

Uhdang.—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 20.04.
NOmof 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneésia
Nomor 43535); '

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan
: Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republlk Indonesaa Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4400);
Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan'

: Keuangan antara Pemermtah Pusat dan Pemermtahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indone31a Tahun 2004 Nornor 126
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran
Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687); |

. Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

‘dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubhk'
Indonesia Nomor 5049); .
Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

_Peraturan Perundang—Undangan (Lembaran Negara Repubhk_ ‘
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara "

Republik Indonesia Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagalmana telah diubah beberapa Kkali terakhir
dengan - Undang~Undang Nomor. 9 Tahun 2015 tentang

' Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14

‘tentang - Pemerintahan Daerah (1'embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679)
Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korup81 sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

deak Pidana Korupsi (Lembaran. Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Repubhk'
Indonesia Nomor 6409)



12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

- 20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata

- Cara Pertanggungjawaban Kepala--Daerah (Lembaran Negara
' Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor - 209, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Kéuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40'28)'; |

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang _Daria

- Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambéhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); '
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik @

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4738); |

‘Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuh 2010 Nemor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repﬁblik
Indonesia Nomor 5165); |
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia

‘Nomor 5219); B

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 4577);



23.

24,

25.

26.

- 27.
28.

29.

Peratliran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 '_'te'ntang
Pehgelolaan Keuangan Badan | Layanan Umum _(Lembaran
Négara Republik Indonesia ~ Tahun 2012 Nomor 17 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tenta_hg
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nombor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan'

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembai‘an Negara Republ_ik

Indonesia Tahun 2017 Nomer 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara | Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangah Daerah. ,
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Ndmo_r 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 11,

- Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA -

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG
PERTANGGUNG  JAWABAN  PELAKSANAAN  ANGGARAN
" PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban - Pelaksanaan APBD | berupa laporan
keuangan memuat : '

Laporan realisasi anggaran;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Neraca,

Laporan operasional;

Laporan Arus Kas;

™ e o0 TP

Laporan perubahan ekuitas;
g. . Catatan atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- dilampiri dengan laporan kinerja pemerintah daerah dan iktisar
laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan'

daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 778.141.313.339,42
b. Belanja . Rp. 618.736.615.809,00
c. Transfer Rp. 148.325.357.017.,00

Surplus/(defisit) Rp 11.079.340.513,42)
d. Pembiayaan:

1. Penerimaan Rp. 32.339.152.228,41

2. Pengeluaran 'Rp. 500.000.000,00

Surplus/(defisitfy  Rp. 31.839.152.228,41

_ 7 Pasal 3 _
- Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut : |
(1) Selisih anggaran dengan  realisasi pendapétan sejumlah
Rp. 23.948.981.103,58 dengan rincian sebagai berikut :



a. Anggaran pendapatan setelah ~ Rp. 802.090.294.443',_00

perubahan _ . _ o . _
b. Realisasi I Rp. 778.141,313.339,42
Selisih lebih/ (kurang) = Rp. 23.9'48.981.'103,58 ,
(2) Selisih  anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 66.27 4 249.687, 00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belan_]a setelah IR Rp 685. 010 865. 496 00
perub_ahan ' _ _ ‘ _
b." Realisasi - Rp. 618.736.615.809,00
| Selisih lebih/{kurang) | Rp. 66.274.249.687,00

- (3) Se11s1h anggaran dengan reahsas1 surplus/(defisit) sejumlah Rp

- 42.918.492.741,42 dengan rincian sebagai berikut : B

a. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 31.839.152.228,00)

b. Realisasi I Rp. 11.079.340.513.42
Selisih leblh/(kurang) Rp. 42. 018.492.741,42

__(4) Sellslh anggaran dengan realisasi - penerlmaan pembiayaan

. sejumlah Rp..0,41 dengan rincian sebagal berikut :

a. Anggaran penerimaan pemblayaan Rp. 32.339.152.228, 00

setelah perubahan _
b Realisasi "~ Rp. 32.339.152.228,41
Selisih leblh/ (kurang) - Rp. 0,41

5 _ (5) Sehslh anggaran dengan reahsa81 pengeluaran pemblayaan :

sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp . 500.000.000,00
- setelah perubahan B S .
b. Realisasi- o Rp. 500.000.000,00
| Selisih lebih/(kurang) ~  Rp 0,00

. {6) Sel151h anggaran dengan reallsa81 pemb1ayaan netto
sejumlah Rp. 0,41 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan neto - |

setelah perubahan o Rp. 31.839.152.228,00

b. Realisasi = - Rp. 31.839.152.228.41
| Selisih lebih/ (lcurang) Rp.. 0,41

' Pasal 4



Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud -

dalain Pasal 1 huruf b tahun anggaran 2020 sebégai berikut : =
a. Saldo anggaran:lebih awal Rp. 32.339.152.228,41

©_'b. Saldo anggaran lebih akhir Rp. 42.918.492.741,83

| Pasal 5 _
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal .1 huruf ¢ per _31
Dcsembex_' Tahun 2020 sebagai berikut : -
a. Jumlah aset Rp.1.115.989.091.337,04

b. Jumlah kewajiban Rp. _ 3.211.283.887.90
| Jumlah ekuitas dana ‘Rp.1.112.777.807.449,14
Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d
per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah pendapatan 'Rp. 784.448.371.746,63

b. Jumlah beban Rp. 728.448.371.746,63

| Surplus/ (defisit) Rp. 56.000.000.000,00
Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana Vdi.maksud dimaksud dalam Pasal 1
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2020 sebagai berikut : | .
a. Saldo kas awal per 1 Januari Rp. 31.759.138.036,88
tahun 2020 | '
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 156.139.535.860,42
c. Arus kas dari aktivitas investasi  (Rp. 145.060.195.347,00)

© . Non keuangan ‘ T : o
d. Arus kas dari aktivitas transitoris/ Rp. 44.528.516.126,43
non anggaran '
e. Saldo kas akhir per 31 Desember

Tahun 2020 Rp. 45.171.730.842,23



Pasal 8 -

B Laporaﬁ perubahan ekuitas sebagaimana -'dimakSuc_l dalam Pasal 1
‘huruf { per 31 Desember Tahun 2020 sébagai berikﬁt : |

a. Jumlah ekuitas awal Rp. 1.082.304.095.269,19

b. Jumlah ekuitas akhir Rp. 1.112.777.807.449,14

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sébagaimana dimaksud dalam Pasal

1 huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara -

kuantitatif maupuri kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. - -

Pasal 10

'.'Pértanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Péndapat.an” "dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum

pada lampiran Peraturan daerah ini, terdiri dari :

“a. Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3 ":

Lampiran [.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV

Lampiran V

m o oo o

Lampiran VI

Laporan realisasi anggaran;
Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

:  Rincian Japoran realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

-Rekapitulasi realiSasi - anggaran be_Ianja '

~ daerah menurut urusan - pemerintahan

daerah, organisasi, prograrn, dan keg_iatah;

:  Rekapitulasi realisasi anggaran 'belanja

. daerah untuk keselarasan dan keterpaduan’

urusan 'pemerintahan daerah dan - fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan

negara;

:  Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
: . Laporan operasional; - '

. Laporari pérubahan ekuitas;

Neraca;

Laporan arus kas;



"Lampiran VII
. Lampiran VIII

Lainpiran IX

. Lampiran X

Lampiran XI - :

. Lampifan XII

m. Lampiran XIII

I = I - B~ =

. Lampiran XIV

Lampiran XV

. Lampiran XVI
.. Lampiran XVII :
Lampiraﬁ XVIII :
Lampiran XIX :

Lampiran XX

Catatan atas laporan keuan:gan; _

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisilian p1utang tldak
tertaglh
Daftar rekapitulasi' ‘dana

bergulir’- | dan

penyisihan dana bergUlir;

Daftar penyertaan modal (investasi) claerah'
Daftar rekap1tu1a31 realisasi penambahan dan

Pengurangan aset tetap daerah;

:  Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar  rekapitulasi  konstruksi - dalam
pengerjaan; | _ o
Daftar fekapitul_asi aset lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar

ya.ng belum

tahun

kegiatan- kegiatan
akhir

- kembali .

- dan
tahun

diselesaikan sampai

dianggarkan dalam
berikutnya; |
Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha M111k

Daerah/Perusahaan Daerah.

P'asal 11

Lai'npiran 1é1poran 'seba.gai'mana' dimaksud dalam Pasal 1 ajrat (2)

terdiri dari ;-

a. Laporan Kkinerja pemerintah daerah  dicantumkan da_ilarn

b.

Ikhtisar

laporan |

- dilampiran pada Peraturan Daerah ini;

keuangan badan usaha

milik

daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX

Peraturan Daerah ini.



R * Pasal 12
Hal-hal . sepanjang - yang  berkaitan 'dengan' Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan df_in
Belanja Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

: B_upat_i. _

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dilihdangkan.

Agar setiap orang mengetahuiﬁya, memerintahkan pengundangan '
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
':Daerah'Kabupateﬁ Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang :
pada tanggal 85 As2021 |
UPATI GORONTALO UTARA,

o Diuﬁdangkar_i di Kwandéng
) pada tanggal 3552021

| i.LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 4 .
- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN o
2021 NOMOR 16!

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO_UTARA :



